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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Tanggung Jawab Advokat 

dalam Tindak Pidana Korupsi” telah selesai di susun dan berhasil 

diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan 

penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap 

pembahasan tentang Tanggung Jawab Advokat dalam Tindak Pidana 

Korupsi. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 

beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 

menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya 
kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan 

senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari 

para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai 

bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 

hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 

dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 

di Indonesia. 
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ADVOKAT SEBAGAI PROFESI HUKUM 

 
A. PROFESI HUKUM 

Profesi hukum merupakan profesi yang melekat pada dan 

dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu 

negara. Profesi yang bergerak di dalam bidang hukum antara lain hakim, 

jaksa, polisi, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi 

kewenangan berdasarkan undang-undang. Profesi Advokat sebagai 

penegak hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 

Sebagai Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam 

penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam 

ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat, diberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang 

mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan 

hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi Advokat memiliki 

peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik 

pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan 

profesi Advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum 

lainnya.  

Upaya pemberantasan korupsi, terutama praktek mafia peradilan, 

Advokat dapat berperan besar dalam memutus mata rantai praktik mafia 

peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung 

BAB  
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TINJAUAN UMUM  

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT 

 
A. DEFINISI ADVOKAT 

 Advokat secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin yaitu 

Advocare, yang artinya to defend, to call to one’s aid to vouch or warrant 
maksudnya untuk pembelaan, memanggil seseorang untuk dimintai 

bantuan agar bisa menuntut dan memberi jaminan. Sedangkan dalam 

bahasa Inggris Advocate berarti: to speak in favour of or depend by 

argument to support, indicate orrecommended publicly.5 

Secara terminologis (istilah), Advokat banyak didefinisikan oleh ahli 

hukum. Yudha Pandu berpendapat bahwa Advokat adalah orang yang 

mewakili kliennya untuk melakukan tindakan sesuai kuasa yang diberikan 

untuk berpendapat melakukan pembelaan dan penuntutan dan 

persidangan. 6  Kata Advokat sesungguhnya sudah dikenal sejak abad 

pertengahan (abad ke 5-15), yang dikenal sebagai Advokat geerja 

(kekelijke advocaten, duivel advocten), yaitu Advokat ini bertugas 

                                                           
1Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia Citra, Idealisema dan Keprihatinan, 

(Jakarta : Sinar Harapan, 1995), h. 19 

2Yudha Pandu, Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini, 

(Jakarta : PT. Abadi Jaya, 2001), h. 11 
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ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI 

 
A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio 

atau corruptus yang itu berasal pula dari kata corrumpere, suatu bahasa 

Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa 

seperti Inggris, corruption, corrupt, Perancis, corruption, dan Belanda, 

corruptie (korruptie). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata 

“korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.48 

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan 

merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan 

kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, 

dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, 

penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor 

ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam 

kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara 

harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi 

memiliki arti yang sangat luas: 

a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau 

perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang 

lain. 

                                                           
48Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4. 
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KONSEP TANGGUNG JAWAB ADVOKAT 

DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK 

PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF MASLAHAH  

 
A. PRINSIP-PRINSIP TANGGUNG JAWAB ADVOKAT TERHADAP 

KLIEN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG 

NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT PERSPEKTIF 

MASLAHAH 

1. Pelayanan Prima 

Konsep pelayanan Prima dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada seseorang dalam bentuk 

jasa. Berkaitan dengan pelayanan terdapat dua istilah yang perlu diketahui 

yaitu melayani dan pelayanan. Pengertian melayani ialah “membantu 
menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang”. Sedangkan 
pengertian pelayanan itu sendiri adalah “usaha yang melayani kebutuhan 
orang lain”.62 

Pelayanan menurut Kotler adalah “setiap kegiatan yang tergantung 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan yang menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat secara fisik”. Sedangkan Lukman 

                                                           
62Atep Adya Barata. 2003. Dasar- Dasar Pelayanan Prima. Jakarta : Elex Media 

Kompetindo.Hal. 43 
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PENUTUP 

 
Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien dalam Penanganan perkara 

tindak pidana korupsi Perspektif Maslahah maka dapat di tarik kesimpulan 

Bahwa Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Tindak 

Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang 

Advokat Perspektif Maslahah Dalam hal ini di golongkan menjadi 

beberapa hal yaitu Pertama Pelayanan Prima, Kedua Menjaga Rahasia 

Klien, Ketiga Memberikan Bantuan Hukum. Kewenangan Advokat dalam 

Tanggung Jawab Terhadap Klien dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif 

Maslahah Dalam hal ini di golongkan menjadi beberapa hal yaitu Pertama 

Menerima Kuasa, Kedua Mendampingi Klien yang terdiri dari 2 hal yaitu 

Litigasi dan Non Litigasi dan yang Ketiga Melindungi Hak Klien. Bentuk 

Tanggung Jawab Advokat dalam menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi 

klien Perspektif Maslahah Dalam hal ini di golongkan menjadi beberapa 

hal yaitu Pertama Keadilan Hukum, Kedua Kemanfaatan Hukum, Ketiga 

Kepastian Hukum. Oleh karena itu Advokat dalam Menjalankan Prinsip-

Prinsipnya dalam perkara tindak pidana korupsi Hendaknya Advokat 

dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada kode etik profesi 

Advokat dan mengutamakan menegakkan hukum dan tidak membela dan 

mendampingi klien dengan motif ekonomi semata. Kewenangan Advokat 

dalam tanggung jawab terhadap klien dalam perkara tindak pidana korupsi 

seharusnya dapat memberikan pembelajaran atau pemahaman hukum 

secara langsung kepada masyarakat agar mengetahui prosedur dalam 

BAB  
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